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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena anggaran 
perubahan dan partisipasi masyarakat wilayah Kecamatan 
Pakualaman akibat pandemi COVID-19. Jenis penelitian kualitatif 
dan analisis dilakukan dengan intepretasi, pengorganisasian data, 
membuat memo, dan pemaknaan transkrip wawancara dari enam 
informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi 
COVID-19 menghentikan belanja atau nol belanja (kecuali belanja 
tertentu). Masyarakat berpartisipasi secara swadaya dan mandiri  
untuk segera bergerak bersama dalam kegiatan pencegahan 
penyebaran COVID-19, walaupun anggaran perubahan dari APBD 
belum dapat direalisasikan untuk penanganan penyebaran 
COVID-19. Kondisi pandemi telah menyatukan warga untuk 
bergotong-royong bersama tanpa banyak intervensi pemerintah 
secara materi.  
 
Kata Kunci: Anggaran; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan; 

 Gotong Royong 
 

. 
Abstract 
This study aims to reveal the phenomenon of budget changes and 
community participation in the Pakualaman District due to the 
COVID-19 pandemic. Qualitative research and analysis was carried 
out by interpreting, organizing data, making memos, and 
interpreting interview. The research results show that the impact of 
the pandemic has stopped spending or zero spending (except certain 
shopping). The community participates independently and 
independently to immediately move together in activities to prevent 
the spread of COVID-19, even though the revised budget from the 
APBD cannot be realized for handling the spread of COVID-19. 
Pandemic conditions have brought together citizens to work together 
without much material government intervention. 
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1. PENDAHULUAN 
Anggaran digambarkan sebagai ekspresi kuantitatif formal dari rencana 

strategi organisasi, memberikan manajer dan bawahan arahan untuk 
memastikan upaya dan motivasi akurat menuju pencapaian tujuan dan 
sasaran strategis (Kenno, Lau, Sainty, & Boles, 2020). Anggaran merupakan 
komponen utama dari perencanaan dan pengendalian (Grediani & Sugiri, 
2010). Anggaran yang berkaitan dengan sektor publik, dikenal dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah (APBN/D). Perubahan 
APBD merupakan program yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah 
daerah, sebagai upaya untuk menjalankan penyesuaian yang terjadi 
(Kurniawan & Arza, 2019) dan memengaruhi anggaran di massa mendatang 
(Pessina & Sicilia, 2012). Setiap daerah memungkinkan memiliki peraturan 
perubahan anggaran yang berbeda dan konsep dari pemerintah daerah 
lainnya, namun demikian harus mengacu pada Undang-Undang dan 
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Widyaningrum et al., 
2019).  

Perubahan anggaran dan penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi 
sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). 
Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di 
wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. 
Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus 
digeser maju akibat pandemi COVID-19. Partisipasi masyarakat merupakan 
salah satu aspek utama penggunaan dana (Sofianto, 2017).  Partisipasi 
masyarakat di wilayah diantaranya berkegiatan kelompok dan berkontribusi 
pada pembangunan wilayah (Krisnawati et al., 2019).  Keberhasilan sebuah 
proyek pembangunan dan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh 
komponen partisipasi masyarakat (Dewi & Adi, 2019). 

Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah memerlukan 
partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat guna pengembangan, 
pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Dengan menyebarnya 
pandemi Covid 19 keseluruh negara, termasuk Indonesia, tindakan 
pencegahan dilakukan pemerintah. Pencegahan level masyarakat diantaranya 
adalah pembatasan interaksi fisik  (psysical distancing) dan pembatasan 
sosial (social distancing) (Kemenkes, 2020). Berkaitan dengan pembatasan 
sosial dan interaksi fisik, maka aktivitas kepentingan pribadi seperti membeli 
kebutuhan pokok dan keperluan lainnya akan berkurang intensitasnya 
bahkan terhenti sementara. Begitu juga secara otomatis aktivitas yang  
melibatkan peranserta dalam pemberdayaan masyarakat  di wilayah akan 
tertunda atau berhenti. Kondisi ini mengakibatkan target kinerja 
pemerintahan  tidak optimal. Di sisi lain, Pemerintah Pusat harus segera 
membuat aturan terkait penanganan COVID-19 dan penyesuaian anggaran. 
Disinilah arti pentingnya anggaran untuk keberhasilan pembangunan, guna 
memperbaiki kehidupan masyarakat.  

Penelitian dilakukan karena tiga hal. Pertama, fenomena pandemi COVID-
19 merupakan suatu kejadian baru dan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan 
seluruh dunia yang mempengaruhi faktor makro dan mikro. Kedua, adanya 
tanggap darurat bagi wilayah Kota Yogyakarta. Ketiga, adanya perubahan 
anggaran yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengungkap fenomena anggaran perubahan dan 
partisipasi masyarakat wilayah Kecamatan Pakualaman akibat pandemi 
COVID-19. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dibidang akuntansi manajemen, sistem pengendalian 
manajemen, corporate governanvce, dan akuntansi sektor publik, diharapkan 
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menemukan kaitan dan nilai baru bagi anggaran perubahan berkaitan 
dengan suatu kejadian khusus seperti Pandemi Covid 19.  
  
2. METODE 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari wawancara dengan enam informan yaitu 3 orang unsur 
pimpinan di wilayah kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta (I1, I2 dan I3), 
1 orang unsur perencanaan, evaluasi dan pelaporan (I4), 2 orang unsur 
lembaga pemberdayaan masyarakat (I5 dan I6). Informan pertama, kedua dan 
ketiga memiliki pengalaman dalam membuat kebijakan terkait pandemi di 
wilayah Kecamatan Pakualaman Informan keempat memiliki pengalaman 
teknis membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Perubahan 
dan menguasai tentang aturan-aturan pembuatan anggaran. Informan kelima 
dan keenam memiliki pengalaman yang  berbeda terkait dengan kegiatan dan 
partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran 
pandemi virus COVID-19 serta pengalaman memimpin kelembagaan lebih 
dari lima tahun.  

Peneliti melakukan intepretasi data dengan pengorganisasian data, 
membuat memo, pemaknaan wawancara. Selanjutnya teknis analisis data 
terdiri dari empat tahap (Nakpodia & Adegbite, 2018; Syailendra & Hamidah, 
2019) yaitu (1) Peneliti menjabarkan fenomena berdasarkan wawancara yang 
telah direkam; (2) mencari tema yang ada dalam deskripsi data hasil 
wawancara berupa fenomena anggaran perubahan dan partisipasi 
masyarakat akibat pandemi ovid 19; (3) Data mentah akan diolah menjadi 
sebuah kategori menyusun tema; (4) menyandingkan temuan penelitian 
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 sebagai parameter. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pandemi virus COVID-19 mempengaruhi anggaran perubahan dan 

partisipasi masyarakat. 
Fenomena pandemi virus COVID-19 secara umum memberikan dampak 

terhadap semua sendi kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, 
hukum dan pertahanan keamanan.  Kota Yogyakarta tidak terkecuali juga 
mengalami hal yang sama, sehingga memerlukan sistem untuk 
penanggulangan dampak tersebut supaya Organisasi Perangkat Daerah 
Wilayah Kecamatan Pakualaman bisa melakukan eksekusi kebijakan. Pada 
tanggal 2 Maret 2020. Presiden  Joko Widodo mengeluarkan pengumuman 
bahwa di Indonesia ada kasus positif COVID-19. Informasi ini menjadi pijakan 
kebijakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan status 
kedarutatan kesehatan masyarakat, ditindaklanjuti pada tanggal 4 April 2020 
Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Polri tentang physical 
distancing.  

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2020 
juga segera merespon informasi yang sudah dikeluarkan Presiden dengan 
menetapkan status tanggap darurat sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.  
Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2020 mengeluarkan 
Surat Edaran tentang pencegahan COVID-19 dan tanggap darurat. Pada 
tanggal 26 Maret 2020 Walikota Yogyakarta selaku Ketua Gugus Tugas 
mengeluarkan arahan dan himbauan untuk aparatur sipil negara agar 
bekerja dengan sistem bergantian dan terjadwal, yaitu  sebagian bekerja dari 
rumah dan sebagian di kantor untuk mengurangi dan menghentikan 
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penyebaran COVID-19.  Pada tanggal 2 April 2020 Walikota Yogyakarta 
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 130/1397/SE/2020 tentang Penyusunan 
Pra Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 bagi Organisasi 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintahan Kota Yogyakarta.  

Penanganan COVID-19 di Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta 
mengikuti arahan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta sebagai Ketua 
Satuan Gugus Tugas Kota Yogyakarta, seperti  penjelasan Informan pertama 
(I1). 
 

“Untuk Pakualaman adalah salah satu anggota Gugus Tugas, 
arahan dilakukan oleh Ketua Satuan Gugus Tugas, beserta 
jajarannya terkait bisa mengurangi penyebaran COVID-19, 
begitu… “. 
 

 Pernyataan I1 dalam sisi obyektivitas tugas dan pemahaman, juga 
terdapat pada pernyataan Informan kedua (I2).  

 
“Terkait dengan penangananan di Pemerintah Kota mengikuti 
arahan Bapak Walikota selaku Ketua Gugus Tugas tingkat Kota 
dan yang membantu  adalah di tingkat Kecamatan. Didalamnya 
sebagai pengarah Ketua Kesi (Kelurahan Siaga), dibantu Ketua 
Kampung, Lembaga LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga), 
Kesi masing-masing RW (Rukun Warga), bergerak”. 
 

 Kebijakan penanganan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di 
Kecamatan Pakualaman pada saat ini oleh I1 dinyatakan bahwa 
 

“Penanganan menyesuaikan, administrasi perkantoran 
dilaksanakan seperti biasa, bayar telepon, listrik, tidak 
terpengaruh. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dibatasi, ada 
maklumat dari Kapolri ... 24 Maret, sejak itu dibatasi. Anggaran yg 
melibatkan masyarakat banyak ditunda sambil menunggu arahan 
dari Pemerintah Kota. Massa tanggap darurat, mengoptimalkan 
pembelian masker, handsantiizer, desinfektan untuk internal  
kantor Pemerintah Kecamatan ... Masyarakat sekarang sudah 
bergerak terlebih dahulu, memang kesannya Pemerintah Kota 
agak terlambat.” 
 

 Kebijakan penanganan dalam kaitan penggunaan anggaran tidak bisa 
fleksibel, namun dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-
masing. Pernyataan Informan kedua (I2) dan Informan ketiga (I3) memberikan 
gambaran kebijakan penanganan di wilayah.  Pernyataan I2 dan I3: 

 
“Bentuk penanganannya dan pencegahan antara lain masing-
masing RW (Rukun Warga) adalah penyemprotan. Lembaga mitra 
kelurahan melakukan pencerahan, penyuluhan  terkait 
pencegahan COVID-19. Satuan Tugas Kelurahan menunggu 
perintah Gugus Tugas tingkat Kecamatan PA bergerak bersama 
satgas yang dibentuk ... tidak bergerak sendiri-sendiri, kami 
memberi masukan lewat satgas, laporan, pendataan pendatang”. 
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“Di Purwokinanti ada tempat cuci tangan, sudah dibuat beberapa, 
kegiatan gentongisasi diubah, nanti akan berubah dengan keramik 
dan pralon ... kegiatan lain dihentikan, koordinasi masih baik 
melalui media sosial, WA, atau langsung koordinasi dengan 3 
sampai 5 orang.” 

  
Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan kemasyarakatan terhambat, 

dan penggunaan anggaran harus disesuaikan. Kebijakan penanganan 
pandemi COVID-19 yang sudah berjalan belum maksimal, dari pernyataan 
obyektivitas pimpinan wilayah Kelurahan dan Kecamatan memberi gambaran 
bahwa anggaran yang ada tidak bisa langsung digunakan untuk penanganan 
Covid-19 karena tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan 
dalam anggaran belanja pemerintah daerah. Kondisi pandemi menyebabkan 
adanya penurunan pendapatan di wilayah Kota Yogyakarta sehingga perlu 
dilakukan langkah khusus mengatasi hal tersebut. Pernyataan I1 memberi 
gambaran anggaran perubahan. 

 
“...Informasi dari Walikota, anggaran kota defisit, terkoreksi 
banyak, pajak hotel, restoran sedikit ... Perubahan Anggaran 
seharusnya sekitar bulan Juli-Agustus, maka diajukan bulan 
Maret sudah mulai dibahas, karena situasi darurat tersebut. 
Anggaran yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID nanti 
bisa ditunda atau rasionalisasi. Rasionalisasi minimal  25% ... 
kondisi buruk, maka kita bisa memotong sampai 50% ... 
Semangatnya pemotongan anggaran adalah untuk membantu 
penanganan COVID” 

 
Pernyataan I2 memberi gambaran anggaran berjalan dan anggaran 

perubahan sebagai bagian dari rasionalisasi wilayah Kecamatan Pakualaman. 
 

“Anggaran triwulan satu sebagian besar sudah terlaksana ... 
Anggaran diambil alih untuk mendukung pencegahan COVID. 
Anggaran Perubahan kedepan dirasionalisasi sampai 50%. Kami 
harus menata dulu, kegiatan yang bisa diubah untuk mendukung 
kegiatan penanganan COVID, hampir separo tinggal 400 juta, 
utamanya untuk recovery-nya, peningkatan ekonomi...” 

 
Kelurahan Purwokinati sebagai bagian wilayah Kecamatan Pakualaman 

memberikan gambaran pelaksanaan anggaran dan rencana kegiatan dalam 
anggaran perubahan. Obyektivitas kebijakan yang dilakukan di wilayah 
memberikan pemahaman bahwa fenomena pandemi COVID-19 sangat 
mempengaruhi anggaran perubahan di wilayah Kecamatan Pakualaman. 
Pernyataan I3 memberikan gambaran kebijakan yang dilakukan akibat 
dampak yang ditimbulkan.  

 
“Anggaran ada realokasi, pembahasan anggaran harus 
menghapus kegiatan yang tidak mendukung penanganan COVID-
19. Untuk Dana Kelurahan sebesar Rp350 juta harus tetap sesuai 
Pagu (alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan anggaran 
belanja pemerintah daerah ... Selama ini pembiayaan beli masker 
dan handsanitizer tidak menggunakan anggaran sementara 
swadaya,  beli alat mandiri dari bantuan warga.” 
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Pembahasan anggaran perubahan pada tanggal 16 April masih  
berlangsung di Kantor Kecamatan Pakualaman untuk dievaluasi oleh 
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Informan keempat (I4) 
memberikan gambaran tentang anggaran perubahan Kecamatan Pakualaman. 

 
“Pelatihan pembuatan masker bentuk pelatihan online, dirumah 
masing-masing. Kita meminta supaya PAP tidak dikurangi karena 
berkaitan juga dengan pihak eksternal. PAP digunakan untuk 
pengeluaran uang piket, honor tenaga bantuan, honor jasa 
kebersihan. Nilai sekitar 400 juta. Gedung kantor sudah proses 
kontrak dibulan ini, segera dilaksanakan. Angka tetap 185 juta. 
Perkembangan setelah diseminasi akan segera dilaporkan. 
Anggaran semula sebesar Rp3,7 Milyar menjadi 1,1 Milyar dengan 
rasionalisasi sekitar 31,5 persen”. 

 
Akibat social distancing, kegiatan pengumpulan massa tidak ada, 

konsekuensinya kegiatan masyarakat yang bersumber dari anggaran 
pemerintah Kecamatan Pakualaman tertunda bahkan terhenti. Pernyataan 
dari Informan kelima (I5) dan keenam (I6) sebagai perwakilan lembaga 
kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pakualaman menggambarkan hal 
tersebut. 

 
“Sementara kegiatan terhenti, masih social distancing. Kegiatan 
tahun 2020 dialihkan untuk penanggulangan COVID,  kegiatan 
fisik juga diarahkan ke penangangan COVID”. (I5) 
 
“Secara umum berhenti semua, dampaknya luar biasa, khususnya 
Purwokinanti. Misalnya rapat 2 kali saja dan sudah terlaksana, 
yang jatahnya 9 kali sampai Oktober. Kegiatan kemasyarakatan 
otomatis saat ini terhenti”. (I6)  
 

 Dari semua pernyataan I1, I2, I3, I4, I5 dan I6 menyiratkan bahwa 
pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak bagi kegiatan masyarakat yang 
bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Menyebabkan adanya social 
distancing sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan pemerintah 
daerah, dan memberikan efek domino mengharuskan adanya anggaran 
perubahan. Anggaran perubahan terpaksa dilakukan agar pemerintah daerah 
dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dan 
penanggulangan penyebaran COVID-19. Anggaran perubahan mengalami 
pemangkasan yang sangat tajam. Pada saat penulisan artikel ini tanggal 21 
April 2020, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menginstruksikan bahwa Sisa 
Anggaran yang belum dilaksanakan sampai tanggal 21 April 2020 
dirasionalisasi sebesar 100% kecuali untuk Belanja Listrik, Jasa Keamanan, 
Jasa Orang Perseorangan/Naban, Jasa Kebersihan, Premi Asuransi 
Kesehatan, Barang dan Jasa BLUD, Barang dan Jasa Dana BOS, Barang dan 
Jasa Dana BOSDA, Modal BLUD, Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS, 
Modal Aset Tetap Dana BOS, Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS, Modal 
Pelaksanaan BOSDA.  
 
3.2 Pemaknaan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi COVID-19  

Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2017, dalam ketentuan umum pasal (1), Partisipasi Masyarakat adalah peran 
serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan 
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kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat 
adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, 
dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan adalah 
organisasi kemasyarakatan sebagiamana dimaksud dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.  

Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah 
Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan. Ayat (2) 
Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah 
dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan 
dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi 
Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Ayat (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan 
pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan  ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pernyataan semua informan (I1, I2, I3, I4, I5 dan I6) berkaitan dengan 
partisipasi warga masyarakat termasuk lembaga dalam hal penanganan 
dampak pandemi COVID-19 seperti pernyataan berikut: 

 
“Masyarakat sudah bergerak terlebih dahulu, yang sadar 
terhadap penularan penyakit kemudian beli masker, 
handsanitizer, sabun”. (I1)  
 
“Lembaga sosial masyarakat dengan Lurah, Camat, langsung 
tanggap, aktivitas mandiri dilaksanakan bersama-sama, dari 
beberapa lembaga masyarakat, saiyeg saekoproyo untuk 
mengatasi dampak menika. Namun dampak sektor ekonomi juga 
ada, inisiatif unsur pimpinan wilayah untuk membagi sembako, 
untuk warga yang terdampak. Komunitas hotel memberikan 
wastafel untuk diletakkan dipinggir jalan. Alhamdulillah di 
Purwokinanti sudah ada kesadaran membantu menyumbangkan 
apa saja untuk penangangan COVID-19”. (I6) 
 
“Warga yang mampu, kita minta untuk membantu, ada forum hotel 
raketang sithik kalau untuk membantu masih bisa, termasuk 
pengusaha lain kita ajak untuk membantu. Bantuan berupa 
masker, gerabah tempat cuci tangan paket sembako”. (I5) 
 
“Masing-masing RW melakukan penyemprotan desinfektan secara 
mandiri, memasang wastafel di pinggir jalan”. (I2) 
 
“Penyemprotan desinfektan keliling kampong, warga masyarakat 
memberikan bantuan sembako bagi warga terdampak”. (I3) 

 
 Berdasarkan pernyataan dari informan memberikan gambaran bahwa 

walaupun semua warga masyarakat mengalami dampak dari pandemi COVID-
19, namun tetap ada rasa kepedulian saling berpartisipasi agar penyebaran 
COVID-19 menurun. Partisipasi masyarakat yang dilakukan mempunyai 
makna yang sama sesuai dengan PP No.45 Tahun 2017 (Republik Indonesia, 
2017).  Bentuk partisipasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan  
Pakualaman untuk warga terdampak berupa: (a)  barang, yaitu pemberian 
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hibah masker, tempat cuci tangan (berupa gentong, wastafel keramik, ember, 
dll), sabun, handsanitizer, sembako untuk didistribusikan bagi warga 
terdampak langsung ke seluruh wilayah kecamatan; (b) jasa  yaitu tenaga 
untuk mendistribusikan bantuan dan tenaga penyemprotan desinfektan di 
masing-masing wilayah RT, RW dan Kampung  di wilayah Kecamatan 
Pakualaman. 

  
4. SIMPULAN 

  Penelitian ini memberikan simpulan bahwa pandemi virus COVID-19 
memberikan dampak terhadap aktivitas kegiatan kemasyarakatan dan 
anggaran perubahan pemerintah daerah. Salah satu cara yang dilakukan 
Pemerintah Kota Yogyakarta adalah harus segera melakukan pembahasan 
anggaran perubahan bagi Organisasi Perangkat Daerah wilayah Kota 
Yogyakarta. Anggaran perubahan yang seharusnya bulan Juli-Agustus, harus 
dimajukan pada akhir bulan Maret sampai dengan bulan April. Rasionalisasi 
anggaran minimal sebesar 25% dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
saat ini, bahkan sampai harus menghentikan belanja atau nol belanja 
(kecuali belanja tertentu) mulai 21 April 2020. Pada saat keadaan darurat, 
anggaran perubahan dari APBD belum dapat direalisasikan untuk 
penanganan penyebaran COVID-19  memaksa masyarakat untuk segera 
bergerak bersama dalam kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran COVID-
19  berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya dan mandiri 
seperti penyemprotan disinfektan, pembuatan wastafel, pengadaan masker, 
pemberian sembako. Keadaan darurat telah menyatukan warga untuk 
bergotong-royong bersama tanpa banyak intervensi pembangunan oleh 
pemerintah secara materi. Kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19 banyak 
dilakukan oleh masyarakat memiliki makna  bahwa tanpa intervensi 
anggaran dari  pemerintah, masyarakat sebenarnya sampai saat ini masih 
mampu melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 secara mandiri.  
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